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IKHTISAR EKSEKUTIF 
  

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2019 disusun melalui 

pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2019 yang melibatkan 

seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan 

membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian 

Kinerja tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan 

hasil pengukuran kinerja. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada 

publik dan pemberi mandat, laporan kinerja ini juga merupakan instrumen untuk 

mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok yang dapat dijadikan 

umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun yang akan datang. 

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2019 , 

Dinas Kesehatan mendukung Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke-1 dan ke-2. 

Implementasi Misi tersebut dijabarkan oleh Dinas Kesehatan dalam 2 (dua) Tujuan 

yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Professional Dan Tata Kelola 

Dinas Kesehatan Yang Akuntabel dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. 

Kedua Tujuan tersebut dijabarkan dalam 3 sasaran strategis yang harus dicapai oleh 

Dinas Kesehatan Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator 

yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja seperti terlihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 

N
O 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TAR-GET 
REALI-
SASI 

% 
INTER-

PRETASI 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan 

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Professional Dan Tata Kelola 
Dinas Kesehatan Yang Akuntabel 

1 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik yang 
professional dan tata 
kelola Dinas 
Kesehatan yang 
akuntabel 

Predikat 
SAKIP Dinas 
Kesehatan  

Huruf  B BB 125 Sangat 
Baik 

Persentase 
Unit Layanan 
Terakreditasi 
 

Persen 100 100 100 Sangat 
Baik 
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N
O 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TAR-GET 
REALI-
SASI 

% 
INTER-

PRETASI 

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing 

Tujuan 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

2 Meningkatnya 

pemerataan dan 

mutu layanan 

kesehatan 

 

 

IKM Angka 80,00 80,54 100, 

675 

Sangat 

Baik 

3 Meningkatnya 
kualitas kesehatan 
masyarakat 

Rasio Angka 
Kematian Ibu 

Rasio 38,85/ 
100.000 

KH 

82,44/ 
100.000 

KH 
 
 

12,20 Sangat 
Kurang 

Rasio Angka 
Kematian Bayi 

Rasio 2,18/ 
1000 KH 

1,80/ 
1000  
KH 

 
 

117,4 Sangat 
Baik 

Tingkat 
Tatatan Kota 
Sehat 
 
 

Tatanan 100% 
Wiwerda 

100% 
Wistara 

175 Sangat 
Baik 

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan 

dengan 6 indikator kinerja sasaran strategis. Dari 6 indikator, terdapat 5 indikator 

(83,33%) telah mencapai target, dan 1 indikator (16,67%) belum mencapai target. 

Adapun indikator sasaran strategis yang telah tercapai adalah indikator Predikat SAKIP 

Dinas Kesehatan, Persentase Unit Layanan Terakreditasi, Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM),  Rasio Angka Kematian Bayi dan Tingkat Tatatan Kota Sehat. 

Indikator sasaran strategis yang belum mencapai target adalah Rasio Angka Kematian 

Ibu. 

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2019, diketahui 

bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Depok adalah sebesar  Rp. 

347.167.571,911,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak  Langsung sebesar Rp. 
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88.806.843.418,00,-  dan Belanja Langsung sebesar Rp. 258.360.728.493,00,- 

sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp. 258.290.536.224,00,- (74,40%) yang 

terdiri dari realisasi Belanja Tidak  Langsung sebesar Rp. 81,634,747,873,00,- (91,92%) 

dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 176.655.788.351,00,- (68,38%). 

 

Depok,       Februari   2019  

Kepala Dinas Kesehatan  

Kota Depok 

 

 

 

drg. Novarita 

Pembina Utama Muda/IVc 

NIP. 19621119 198902 2 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, hal ini merupakan amanat dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan 

regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pencapaian tersebut disajikan berupa 

informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator 

sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan 

pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan 

organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

1.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Depok Tahun 2019 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kao diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4124); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4664); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelanggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
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21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabelitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1312; 

24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 

Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota DepokTahun 2006-

2025.(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 01); 

27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032; 

28. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita 

Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 58); 
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29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016-

2021; 

30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2016 Nomor 10); 

31. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.  

32. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2018 Tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021. 

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 
 

Dinas Kesehatan Kota Depok dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

dengan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok. 

Dinas Kesehatan Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
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1.4.  Struktur Organisasi  
 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Depok 
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Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Depok terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub. Bagian Umum 

b. Sub. Bagian  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

c. Sub. Bagian  Keuangan 

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

b. Seksi Promosi Kesehatan 

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga 

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari: 

a.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

b.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

5.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 

a.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 

b.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan 

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari: 

a.Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana dan Prasarana, dan Pengawasan 

Makanan 

b.Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

  Rincian tugas pokok dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 

Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

 Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis 

(Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah (RPJMD); 
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b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, 

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta 

pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit 

dan sumber daya kesehatan; 

c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta 

pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit 

dan sumber daya kesehatan; 

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, 

kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang 

teknis meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian 

penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan; 

f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; 

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP); 

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hokum sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

2. Sekretaris  

Sekretaris Dinas Kesehatan  mempunyai tugas pokok melaksanakan 

administrasi umum, pengkoordinasian, perencanaan dan evaluasi serta 

pengelolaan Keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas; 

b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas; 

c. Penyelenggaraan administrasi umum; 

d. Penyusunan evaluasi dan laporan; 

e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat; 

f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas; 
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g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Sekretariat; 

h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Dinas; 

i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaandan aset 

Dinas; 

j. Pengelolaan Keuangan Dinas; 

k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat; 

l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas; dan  

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 

• Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas. Untuk 

melaksanakan Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja 

sekretariat; 

b. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan 

pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan 

umum; 

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan Sub Bagian; 

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian; 

e. Pengkoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan 

fungsional; 

f. Pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, 

perpustakaan;Pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan pemberian 

informasi dan komunikasi, serta protokoler; 

g. Penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Dinas; 

h. Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja, dan kendaraan 

dinas; 
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i. Pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas; 

j. Pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan 

kerumahtanggaan lainnya; 

k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan 

pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan 

l. Melaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

 

• Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub 

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja 

sekretariat; 

b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan; 

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

Kegiatan Sub Bagian; 

d. Pengkooordinasian Penyusunan bahan-bahan Kebijakan dari bidang; 

e. Penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Dinas; 

f. Pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas; 

g. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Dinas; 

h. Penyusunan Program Kerja tahunan Dinas; 

i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas; 

j. Penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas Kesehatan 

sebagai bahan Penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota; 
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k. Penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan 

RPJMD Dinas Kesehatan sebagai bahan Penyusunan LPPD dan LPPD 

Akhir Masa Jabatan; 

l. Penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan 

Wali Kota; 

m.Pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan 

n. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

 

• Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 

keuangan dinas, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Sub Bagian Keuangan  menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi 

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan urusan Keuangan; 

b. Perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan 

Kegiatan Sub Bagian; 

c. Penyelenggarakan Keuangan dan Aset; 

d. Penyiapan bahan Kebijakan dan Petunjuk Teknis yang berkaitan 

dengan urusan Keuangan, penatausahaan Administrasi keuangan yang 

meliputi Evaluasi Semester dan pertanggungjawaban; 

e. Penyiapan bahan Koordinasi dan Petunjuk Teknis kebutuhan 

Pengadaan, Inventarisasi, Pendistribusian, penyimpanan 

Perlengkapan/Sarana Kerja dan barang Daerah; 

f. Penyimpanan berkas-berkas Keuangan dan pengadministrasian 

dokumen dalam rangka Pelayanan Administrasi Keuangan di 

Lingkungan Dinas; 

g. Pelaksanaan Analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh 

Sekretaris. 
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3. Bidang  Kesehatan Masyarakat 

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengelola, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 

pemerintahan di Bidang Kesehatan Masyarakat terkait penyelengaraan kegiatan 

promosi Kesehatan, kesehatan keluarga dan gizi, Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga di Kota Depok.Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan 

Masyarakat menyelenggarakanfungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat mengacu pada 

Rencana Strategis Dinas; 

b. Penyusunan dan perumusan bahan Kebijakan dan petunjuk Teknis Bidang 

Kesehatan Masyarakat; 

c. Penyelenggaraan Pengumpulan Data dan Informasi Bidang Kesehatan 

Masyarakat; 

d. Penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kkegiatan Bidang Kesehatan 

Masyarakat; 

e. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan Bidang Kesehatan Masyarakat; 

f. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan 

Masyarakat; 

g. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Bidang Kesehatan Masyarakat; 

h. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat dengan Lintas 

Program dan lintas Sektor terkait; 

i. Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas kinerja Bidang Kesehatan 

Masyarakat; 

j. Penyusunan Rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat mengacu pada 

Rencana Strategis Dinas; 

k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Kesehatan 

Masyarakat; dan 

l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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• Seksi Promosi Kesehatan 

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 

pemerintahan terkait Promosi Kesehatan di Kota Depok. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Promosi Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Kesehatan mengacu pada 

rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat; 

b. Pengumpulan Data, Informasi dan petunjuk teknis Seksi Promosi 

Kesehatan; 

c. Pelaksanaan Kegiatan Promosi kesehatan; 

d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Kkinerja Seksi Promosi 

Kesehatan; 

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Promosi 

Kesehatan; 

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dengan lintas 

program dan lintas Sektor terkait; 

g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Promosi 

Kesehatan; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

• Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas merencanakan, 

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan urusan pemerintahan terkait kesehatan keluarga, pelayanan KB 

dan perbaikan gizi masyarakat di Kota Depok. Seksi Kesehatan Keluarga 

dan Gizi menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mengacu 

pada Rencana Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat  

b. Pengumpulan data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Kesehatan 

Keluarga dan Gizi; 
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c. Pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga, pelayanan KB dan perbaikan 

gizi masyarakat; 

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Kesehatan 

Keluarga dan Gizi; 

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Kesehatan 

Keluarga dan Gizi; 

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dengan 

lintas program dan lintas sektor terkait; 

g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Kesehatan 

Keluarga dan Gizi; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

• Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga 

Seksi Kesehatan Lingkungan, kerja dan Olahraga mempunyai tugas 

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, 

mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Kesehatan 

Lingkungan, kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga di Kota Depok. Untuk 

melaksanakan tugas, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan 

Olahraga mengacu pada Rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat; 

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Kesehatan 

Lingkungan, Kerja dan Olahraga; 

c. Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 

Kesehatan Olahraga; 

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Kesehatan 

Lingkungan, Kerja dan Olahraga; 

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Kesehatan 

Lingkungan, Kerja dan Olahraga; 

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan 

Olahraga dengan lintas program dan lintas sektor terkait; 
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g. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Kesehatan 

Lingkungan, Kerja dan Olahraga; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas 

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi 

dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular di Kota Depok. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

mengacu pada Rencana Strategis Dinas; 

b. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

c. Penyelenggaraan pengumpulan Data dan Informasi Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; 

d. Penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit; 

e. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

f. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Kkinerja Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; 

g. Penyelenggaraan Pencatatan dan pelaporan Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; 

h. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

dengan Lintas Program dan Llintas Sektor terkait; 

i. Pembinaan, pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; 

j. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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• Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Seksi Pencegahan dan Pengedalian Penyakit Menular; mempunyai tugas 

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, 

mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular di Kota Depok. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular mengacu pada Rencana Kerja Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; 

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Menular; 

c. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular; 

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Menular; 

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait; 

g. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 

• Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai 

tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, 

mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kota Depok. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular mengacu pada rencana Kerja Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit; 

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; 

c. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular; 

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular; 

e. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Kinerja Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; 

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait; 

g. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

5. Bidang Pelayanan Kesehatan   

Bidang Pelayanan Kesehatan  mempunyai tugas merencanakan, mengelola, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 

Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kesehatan terkait pelayanan Kesehatan 

Primer, Pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan di Kota 

Depok. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Pelayanan Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan mengacu pada 

Rencana Strategis Dinas; 

b. Penyusunan dan perumusan bahan Kebijakan dan Petunjuk teknis Bidang 

Pelayanan Kesehatan; 

c. Penyelenggaraan pengumpulan Data dan Informasi Bidang Pelayanan 

Kesehatan; 

d. Penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan 

Kesehatan; 
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e. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan Bidang Pelayanan Kesehatan; 

f. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Pelayanan 

Kesehatan; 

g. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan; 

h. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan dengan Lintas 

Program dan Lintas Sektor terkait; 

i. Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Pelayanan 

Kesehatan; 

j. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Pelayanan 

Kesehatan; dan 

k. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

• Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas merencanakan, 

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Kesehatan Primer di Kota 

Depok. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan 

Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pelayanan KesehatanPrimer mengacu 

pada Rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan; 

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pelayanan 

Kesehatan Primer; 

c. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan mutu Pelayanan 

Kesehatan Primer; 

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pelayanan 

Kesehatan Primer; 

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Pelayanan 

Kesehatan Primer; 

f. Pengkoordinasian Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan 

Lintas Program dan Lintas Sektor terkait; 
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g. Penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pelayanan 

Kesehatan Primer; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

• Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan 

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai 

tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, 

mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan di Kota Depok. Untuk 

melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan  

Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan 

Pembiayaan Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Pelayanan 

Kesehatan; 

b. Pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan; 

c. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan 

Kesehatan; 

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan; 

e. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Kinerja Seksi Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan; 

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan 

Pembiayaan Kesehatan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait; 

g. Penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Seksi Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

6. Bidang Sumber Daya  Kesehatan 

  Bidang Sumber Daya  Kesehatan, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 

pemerintahan di Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait Perbekalan Kesehatan, 
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Sarana Prasarana, Pengawasan Makanan Industri Rumah Tangga, Regulasi dan 

Tenaga Kesehatan di Kota Depok. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan mengacu 

pada Rencana Strategis Dinas; 

b. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan Petunjuk Teknis Bidang 

Sumber Daya Kesehatan; 

c. Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi Bidang Sumber Daya 

Kesehatan; 

d. Penyelenggaraanpelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya 

Kesehatan; 

e. Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan Bidang Sumber Daya Kesehatan; 

f. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Sumber Daya 

Kesehatan; 

g. Penyelenggaraan Pencatatan dan pelaporan Bidang Sumber Daya 

Kesehatan; 

h. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan Lintas 

Program dan Lintas Sektor terkait; 

i. Pembinaan, pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Sumber Daya 

Kesehatan; 

j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang Sumber Daya 

Kesehatan; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

• Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan 

Makanan 

Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan; 

mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, 

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait 

Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana, Pengawasan Makanan dan 

minuman industri rumah tangga di Kota Depok. Untuk melaksanakan tugas 
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sebagaimana dimaksud, Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana 

dan Pengawasan Makanan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana 

Prasarana dan Pengawasan Makananmengacu pada rencana kerja 

Bidang Sumber Daya Kesehatan; 

b. Pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Perbekalan 

Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan; 

c. Pelaksanaan kegiatan perbekalan kesehatan, pemeliharaan sarana 

prasarana kesehatan, pengawasan makanan dan minuman industri rumah 

tangga; 

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Perbekalan 

Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan; 

e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Perbekalan 

Kesehatan dan Pengawasan Makanan; 

f. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Perbekalan 

Kesehatan, Sarana Prasaranadan Pengawasan Makanan; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

• Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan 

Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan. mempunyai tugas merencanakan, 

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan urusan Pemerintahan terkait Regulasi dan Tenaga Kesehatan di 

Kota Depok. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi 

Regulasi dan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan 

mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan; 

b. Pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Regulasi dan 

Tenaga Kesehatan; 

c. Pelaksanaan kegiatan regulasi dan tenaga kesehatan; 

d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Regulasi dan 

Tenaga Kesehatan; 
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e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Regulasi dan 

Tenaga Kesehatan; 

f. Pengkoordinasian kegiatan Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan 

dengan lintas program dan lintas sektor terkait; 

g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Regulasi dan 

Tenaga Kesehatan; 

h. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas; 

i. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi Tenaga fungsional 

kesehatan; dan 

j. Pelaksanaanfungsi lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) 

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan dapat 

dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD yang ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Kelompok Jabatan Fungsional  terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga 

Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di 

Lingkungan Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, 

jenis, Kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur 

sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 
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1.5. Permasalahan Utama  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Depok 

berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Dinas 

Kesehatan Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (strategic issued) baik 

eksternal maupun internal antara lain : 

1) Belum terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel 

Pada era Reformasi Birokrasi, salah satu unsur yang menjadi prioritas 

adalah menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

Kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah 

satunya diukur dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan. Saat ini, 

penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Kesehatan masih 

memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan yang lebih optimal. Maka dari itu, penyelenggaraan Dinas Kesehatan 

yang akuntabel menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Dalam mencapai 

target RPJMD, pada akhir 2017, diharapkan predikat SAKIP Dinas Kesehatan 

CC, dan pada akhir 2021 predikat SAKIP Dinas Kesehatan adalah A, oleh 

karena itu, perlu upaya yang lebih optimal agar pencapaian tersebut sesuai 

target. 

2) Penyediaan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu 

Penyediaan pelayanan kesehatan yang merata ditandai dengan 

tercapainya Universal Health Coverage (UHC). Kota Depok masih memiliki 

masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin. Sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan maka kelompok masyarakat miskin ini mendapatkan 

jaminan pembiayaan kesehatan baik bersumber dari Pemerintah pusat maupun 

Pemerintah daerah.Target Pemerintah Pusat pada tahun 2019 semuapenduduk 

Indonesia (minimal 95 %) telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage 

- UHC). 

Penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu Tantangan 

di era globalisasi lima tahun kedepan makin kompleks,untuk mnghadapinya 

pemerintah  membutuhkan  SDM yang cerdas, sehat, tangguh responsif, yang 

dapat menjawab tantangan tersebut dan adalah tugas pemerintah untuk 

menyediakan/menjamin ketersediaan proses pemenuhan kebutuhan tersebut. 



Dinas Kesehatan Tahun 2019 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Page 24 
 

Untuk saat ini persebaran Pelayanan kesehatan di Kota Depok masih belum 

merata baik dari segi ketersediaan maupun kualitas layanan. Kawasan yang 

banyak memiliki layanan kesehatan baik puskesmas, klinik umum, dan rumah 

sakit berada di daerah  padat penduduk antara lain di kawasan Jl. Margonda dan 

jalan-jalan besar lainnya, sementara itu di kawasan-kawasan yang relatih jauh 

dari pusat Kota Depok ketersediaan layanan kesehatan yang memadai masih 

terbatas. 

3) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 

a. Penurunan Kematian Ibu dan Bayi 

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu 

indikator derajat kesehatan. Data kematian Ibu dan bayi di Kota Depok 

didapatkan dari laporan puskesmas, rumah sakit, bidan praktek swasta dan 

kader kesehatan. Bila dilihat tren selama beberapa tahun terakhir masih 

fluktuatif, baik Angka Kematian Ibu maupun Angka Kematian Bayi. Angka 

Kematian Ibu di Kota Depok, pada tahun 2013 sebesar 39,84/100.000 KH, 

tahun 2014 sebesar  36,42/100.000 KH, tahun 2015 sebesar 34,83/100.000 KH 

dan pada tahun 2016 sebesar 38,85/100.000 KH. Apabila dibandingkan dengan 

standar nasional, capaian tahun 2016 sudah cukup bagus dibawah Survei 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI di Indonesia adalah 

359 per 100.000 kelahiran hidup, sementara berdasarkan Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 adalah 305 per 100.000 KH dan target 

SDG’s adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. 

Begitupula pada Angka Kematian Bayi,  pada tahun 2013 sebesar 

2,34/1000 KH, tahun 2014 sebesar 1,78/1000 KH, tahun 2015 sebesar 

1,54/1000 KH dan tahun 2016 sebesar 2,20/1000KH. Namun bila dibandingkan 

dengan standar nasional, capaian tahun 2016 sudah cukup bagus dibawah 

angka Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, yaitu 32 per 

1000 Kelahiran Hidup (KH), serta dibawah target SDG’s, yaitu 12 per 1000 KH 

pada tahun 2030. Oleh karena itu, masih terdapatnya AKI dan AKB perlu 

mendapat perhatian dan harus diselesaikan, karena dalam mencapai target 

RPJMD, pada akhir 2021, diharapkan hanya terdapat AKI sebanyak  13 kasus 

dan   AKB 56 kasus, maka perlu upaya yang lebih optimal agar pencapaian 



Dinas Kesehatan Tahun 2019 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Page 25 
 

tersebut sesuai target. 

b. Pengendalian morbiditas dan mortalias penyakit menular dan tidak menular 

Transisi demografi dan transisi epidemiologi  di Kota Depok berimplikasi 

pada penyebaran penyakit menular dan tidak menular. Intensitas beberapa 

penyakit menular dan tidak menular makin meningkat dan terjadi penyebaran 

beberapa penyakit menular (multiple burden of disease) yang ada didalan 

sasaran SDGs 2030. 

Ada kecenderungan meningkatnya atau munculnya penyakit lain (new 

emerging dan re-emerging) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan 

perubahan perilaku manusia dan lingkungan, selain itu pola/ gaya hidup 

modern/ masyarakat perkotaan yang tidak diimbangi perilaku hidup sehat 

meningkatkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes penyakit 

jantung, gangguan ginjal, kanker, strok, dan penyakit tidak menular lainnya. 

c. Implementasi Kota Sehat  

 Salah satu variable yang mendukung peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat dan lingkungan sehat. Kedua variable tercermin dari indikator 

PHBS dan Kota Sehat.  Permasalahan yang dihadapi adalah indikator PHBS 

yang belum mencapai target. Dalam mencapai target RPJMD, pada tahun 2017 

tingkat tananan Kota Sehat adalah 4 tatanan dan pada akhir 2021, diharapkan 

7 tatanan telah memenuhi kriteria Kota Sehat, maka perlu upaya yang lebih 

besar agar pencapaian tersebut sesuai target. 

d. Penanggulangan masalah gizi masyarakat  

 Prevalensi Gizi Buruk di Kota Depok beberapa tahun terakhir pada kondisi 

yang tidak berbeda. Pada tahun 2014 sebanyak  75 kasus dari 121.046 balita 

(0,06%), tahun 2015 sebanyak  77 kasus dari 124.067 balita (0,06%) dan tahun 

2016 sebanyak  85 kasus dari 133.466 balita (0,06%). Sementara 

dibandingkan dengan angka nasional, capaian tahun 2016 sudah diatas 

prevalensi nasional dan Jawa Barat. Berdasarkan Profil Kesehatan tahun 2016, 

prevalensi gizi buruk hasil Pengukuran Status Gizi Balita di Indonesia adalah 

3,4 per 1000 KH dan Jawa Barat sebesar 2,4 per 1000 KH. Dalam mencapai 

target RPJMD, pada akhir tahun 2017, prevalensi  gizi buruk 0,06% dan pada 

akhir 2021, diharapkan prevalensi Gizi Buruk 0,05%,  maka perlu upaya yang 
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lebih optimal agar pencapaian tersebut sesuai target. 

 

1.6. Sistematika Penyajian    

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok 

Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja 

sasaran Dinas Kesehatan Kota Depok selama Tahun 2019.  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, 

permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan 

Depok Tahun 2019. 

 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang 

meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja. 

 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja 

organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja. 

 

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam 

pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah. 

 

LAMPIRAN 

Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2019. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 
 

2.1. Rencana Strategis 

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana 

Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, 

Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok 

Tahun 2016-2021 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Kesehatan Kota 

Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Depok. Berdasarkan Perubahan 

Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 3 sasaran 

strategis dan 6 indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1 Meningkatnya kualitas pelayanan 
public yang professional dan tata 
kelola Dinas Kesehatan yang 
akuntabel  

Predikat SAKIP Dinas Kesehatan  

Presentase Unit Layanan 
Terakreditasi 

2 Meningkatnya pemerataan dan mutu 
layanan kesehatan 

IKM 

3 Meningkatnya kualitas kesehatan 
masyarakat 

Rasio Kematian Ibu (AKI)        

 Rasio Kematian Bayi (AKB)        

 Tingkat Tatanan Kota Sehat 

   

Sumber : Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2016-

2021 
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2.2. Perjanjian Kinerja 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian 

Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 2. 2 Perjanjian  Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik yang 
professional dan tata kelola 
Dinas Kesehatan yang 
akuntabel  

Predikat SAKIP Dinas 
Kesehatan  

B 

Persentase Unit Layanan 
Terakreditasi 

100 % 

2 Meningkatnya pemerataan dan 
mutu layanan kesehatan 

IKM 80 
 

    

3 Meningkatnya kualitas 
kesehatan masyarakat  

Rasio Kematian Ibu (AKI)         38,85/100.000 
KH 

Rasio Kematian Bayi (AKB)        2,18/1000 

  Tingkat Tatanan Kota Sehat 100% Wiwerda 
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Sementara anggaran belanja dalam perjanjian kinerja tahun 2019 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 3 Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

No Program 
 

Anggaran 
(Rp) 

Mendukung 
Sasaran 

1 Peningkatan Administrasi Perkantoran          1,519,184,638.00  1 

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur              699,272,160.00  1 

3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur               92,115,000.00  1 

4 Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan  

           217,949,000.00  1 

5 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana 
dan Prasarana Pelayanan 

        3,039,847,800.00  1 

6 Peningkatan kualitas perencanaan          1,327,981,900.00  1 

7 Pengembangan Layanan Teknologi 
Informatika  

           814,407,400.00  2 

8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan 
Rujukan   

      157,761,882,069.00  
 

2 

9 Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan          2,351,009,976.00  2 

10 Pengembangan dan Pengelolaan BLUD        83,133,079,634.00  2 

11 Pengembangan Kota Sehat             399,699,900.00  3 

12 Program Peningkatan Promosi Kesehatan          1,264,001,400.00  3 

13 Peningkatan Kesehatan Keluarga             949,399,700.00  3 

14 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit 
Menular dan Tidak Menular  

         3,036,538,216.00 3 

15 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi             932,560,600.00  3 

16  Peningkatan Kesehatan Lingkungan             821,799,100.00  3 
 

JUMLAH 
 

258,360,728,493.00 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 dilaporkan untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

Dinas Kesehatan Kota Depok selama tahun 2019. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja Organisasi 

NO KATEGORI RATA-RATA% CAPAIAN 

1. Sangat Baik ≥ 90 % 

2. Baik 75,00 - 89,99 

3. Cukup 65,00 -74,99 

4. Kurang 50,00 - 64,99 

5. Sangat Kurang 0 - 50,00 

 

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini  

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3. 2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja  

Tahun 2019 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TAR-
GET 

REALI-
SASI 

% 
INTER-
PRETA

SI 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan  

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Professional Dan Tata Kelola 
Dinas Kesehatan Yang Akuntabel 
 

1 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik yang 

Predikat SAKIP 
Dinas Kesehatan  

Huruf  B BB 

 
125 Sangat 

Baik 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TAR-
GET 

REALI-
SASI 

% 
INTER-
PRETA

SI 

professional dan tata 
kelola Dinas 
Kesehatan yang 
akuntabel  

Persentase Unit 
Layanan 
Terakreditasi 

Persen 100 100 100 Sangat 
Baik 

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing 

Tujuan 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

2 Meningkatnya 

pemerataan dan 

mutu layanan 

kesehatan 

 

IKM Angka 80,00 80,54 100,6

75 

Sangat 

Baik 

3 Meningkatnya 
kualitas kesehatan 
masyarakat 

Rasio Angka 
Kematian Ibu 

Rasio 38,85/
100.00
0 KH 

 

82,44/ 
100.000 

12,20 Sangat 
Kurang 

Rasio Angka 
Kematian Bayi 
 

Rasio 2,18/ 
1000 

1,80/10
00 

117,4 Sangat 
Baik 

Tingkat Tatatan 
Kota Sehat 

Tatanan 100% 
Wiwer

da 
 

100% 
Wistara 

175 Sangat 
Baik 

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2019 

 

Analisis perbandingan 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan 

dengan 6 indikator kinerja sasaran strategis. Dari 6 indikator, terdapat 5 indikator 

(83,33%) telah mencapai target, dan 1 indikator (16,67%) belum mencapai target. 

Adapun indikator sasaran strategis yang telah tercapai adalah indikator Predikat SAKIP 

Dinas Kesehatan, Persentase Unit Layanan Terakreditasi, Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM),  Rasio Angka Kematian Bayi dan Tingkat Tatatan Kota Sehat. 

Indikator sasaran strategis yang belum mencapai target adalah Rasio Angka Kematian 

Ibu. 
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A.2.  Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu 

Perbandingan antara capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. 3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET REALISASI % Capaian 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan  

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Professional Dan Tata Kelola Dinas Kesehatan Yang 
Akuntabel 
 

1 Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik yang 

professional dan tata 

kelola Dinas 

Kesehatan yang 

akuntabel 

Predikat SAKIP 

Dinas Kesehatan  

Huruf  B B CC BB 75 125 

Persentase Unit 

Layanan 

Terakreditasi 

Persen 100% 100% 100% 100% 100 100 

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing 

Tujuan 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

2 Meningkatnya 
pemerataan dan mutu 
layanan kesehatan 
 

IKM Angka 77 80,00 77,90 80,54 101 100,675 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET REALISASI % Capaian 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

3 Meningkatnya kualitas 

kesehatan 

masyarakat 

Rasio Angka 

Kematian Ibu 

Rasio 13 38,85/10

0.000 

KH 

18 82,44/ 

100. 

000 KH 

61.53 12,20 

Rasio Angka 

Kematian Bayi 

Rasio 60 2,18/100

0 KH 

67 1,80/10

00 KH 

88.33 117,4 

Tingkat Tatatan 

Kota Sehat 

Tatanan 4 100% 

Wiwerda 

4 100% 

Wistara 

100 175 

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2019 
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Analisis Perbandingan 

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa perbandingan capaian kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Depok pada tahun 2018  dengan tahun 2019 terdapat  indikator kinerja 

yang mengalami penurunan capaian kinerja, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal organisasi. Penjelasan masing-masing sasaran strategis sebagai berikut: 

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional 

dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel, terdiri dari 2 indikator sasaran 

strategis, yaitu predikat SAKIP Dinas Kesehatan dan persentase unit layanan 

terakreditasi. Capaian indikator Predikat SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2019 

meningkat dibandingkan tahun 2018. Tahun 2019 mendapat predikat BB,  sementara 

capaian pada tahun 2018 tidak tercapai, karena mendapat predikat CC dari target B. 

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada sasaran ini yaitu 

melakukan penyesuaian dokumen perencanaan antara RPJMD, Renstra, Renja, RKT, 

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja pada semua level eselon di Dinas 

Kesehatan dan level pelaksana,  dilakukan monitoring evaluasi pencapaian kinerja dan 

keuangan secara berkala serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman 

(punishment). 

Indikator  persentase  unit layanan terakreditasi pada tahun 2018 telah mencapai 

target yaitu 100% dengan jumlah unit layanan terakreditasi pada tahun 2018 adalah 23 

Puskesmas. Pada tahun 2019, jumlah  persentase unit layanan terakreditasi juga telah 

mencapai 100% dengan jumlah unit layanan yang telah terakreditasi mencapai target 

100%, yaitu 6 Puskesmas terakreditasi perdana dan 2 Puskesmas re akreditasi, 

sehingga secara kumulatif terdapat 29 puskesmas yang telah terakreditasi hingga tahun 

2019. 

Sasaran strategis 2, yaitu Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan 

kesehatan dengan indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

Capaian kinerja IKM mengalami penurunan dari tahun 2018 dibanding 2019, yaitu 

semula 101% menjadi 100,675%, meskipun secara target telah tercapai. 

Sasaran strategis 3, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, terdiri 

dari 3 indikator sasaran strategis, yaitu AKI, AKB, dan Tingkat Tatanan Kota Sehat. 

Capaian kinerja menurunkan AKB pada tahun 2019 terjadi peningkatan dibandingkan 

2018, yaitu AKB 88,33% menjadi 117,4%, namun demikian, tantangan ke depan untuk 

menurunkan penyebab kematian bayi tersebut adalah harus mempersiapkan calon 
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ibu agar terjamin kesehatannya secara optimal dan sesuai standar pelayanan 

kesehatan, serta meningkatan kerjasama lintas sektor yang berkelanjutan. 

 Capaian kinerja penurunan AKI pada tahun 2019 mengalami penurunan 

dibandingkan 2018, yaitu AKI 61,53% menjadi -12,20%. Kematian Ibu Tahun 2019 

tersebar di beberapa Kecamatan, hanya Kecamatan Cinere tidak terdapat kasus 

kematian ibu akibat hamil, bersalin dan nifas. Stabilisasi ibu hamil resiko tinggi, 

persiapan rujukan dan tindakan penanganan rujukan sangat berkaitan dengan kasus 

kematian ibu.  

Masih terdapatnya penemuan kasus kematian ibu ataupun kematian bayi 

disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal organisasi. Faktor internal organisasi 

diantaranya belum optimalnya sosialisasi persiapan kehamilan dari mulai remaja dan 

calon pengantin, belum optimalnya ANC 10 T sesuai standar dan kegiatan skrining 

kehamilan berisiko tinggi dan P4K, belum maksimalnya jejaring /sistem rujukan rumah 

sakit, masih terbatasnya Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 

119.  

Sementara faktor eksternal organisasi disebabkan oleh masih belum optimalnya 

peran serta masyarakat, lintas program dan lintas sektoral dalam pentingnya 

persalinan yang aman, sosial ekonomi kurang sehingga asupan zat gizi ibu kurang hal 

ini menyebabkan ibu mengalami anemia gizi, faktor lingkungan yang menimbulkan 

infeksi (TB dan Pneumoni), masih adanya persalinan yang tidak dilakukan  oleh  

tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta belum memadainya jumlah 

sarana ICU dan NICU di RS se-Kota Depok. Penguatan sistem rujukan merupakan 

salah satu faktor yang harus diperbaiki, penambahan fasilitas perawatan intensif  dan 

perlunya peningkatan kerjasama dengan seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota 

Depok 

Indikator lain pada sasaran strategis 3 yaitu Tingkat Tatanan Kota Sehat, 

dengan indikator tingkat tatanan Kota Sehat telah mencapai target yang diharapkan 

pada tahun 2018 yaitu 100% dengan 4 tatanan kota sehat dan tahun 2019 mencapai 

100% wistara dengan 7 tatanan kota sehat. Hal ini disebabkan kegiatan peningkatan 

kesehatan tentang PHBS sudah semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat di 

berbagai tatanan Kota Sehat serta pemberdayaan masyarakat yang semakin 

meningkat.  
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A.3.  Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan RPJMD yang Terdapat 

dalam Dokumen Renstra 

Perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan RPJMD yang 

terdapat dalam dokumen Renstra dapat  dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target RPJMD 
Kota Depok 

Sasaran 
strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Target 
2019 

Realisasi 
2019 

% 
Capai

an 
2019 

Target 
RPJMD 

% 
Capaian 
RPJMD 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan 

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Professional Dan Tata Kelola 
Dinas Kesehatan Yang Akuntabel 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik yang 
professional 
dan tata 
kelola Dinas 
Kesehatan 
yang 
akuntabel 

Predikat 
SAKIP Dinas 
Kesehatan  

Huruf B BB 125 A 83.33 

Persentase 
Unit Layanan 
Terakreditasi 

Persent
ase 

100% 100% 100 100% 100 

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya 
Saing 

Tujuan 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Meningkatnya 
Pemerataan 
dan Mutu 
Layanan 
Kesehatan 

IKM Angka 80,00 80,54 100,67
5 

81 80,99 

Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Rasio Angka 
Kematian Ibu 

Rasio 38,85/1
00.000 

KH 

82,44/10
0.000 KH 

12,20 38,25/1
00.000 

KH 

14 

Rasio Angka 
Kematian 
Bayi 

Rasio 2,18/10
00 KH 

1,80/ 
1000 KH 

171,4 2,14/10
00 

115,88 
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Sasaran 
strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Target 
2019 

Realisasi 
2019 

% 
Capai

an 
2019 

Target 
RPJMD 

% 
Capaian 
RPJMD 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tingkat 
Tatatan Kota 
Sehat  

Tatanan 100% 
Wiwerd

a 

100% 
Wiwerda 

175 100% 
Wistara 

100 

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2019 

 

Analisis Perbandingan 

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 

2016-2021 diketahui bahwa dari 3 sasaran strategis dengan 6 indikator sasaran 

strategis, terdapat 3 indikator yang belum sesuai dibandingkan dengan target RPJMD 

yaitu SAKIP ( Predikat SAKIP BB Pada tahun 2019  dari target A), IKM (80,54 dari 

target 81), Rasio Angka Kematian Ibu (82,44/100.000 KH dari target 38,25/100.000 

KH). Terdapat 3 indikator sasaran strategis yang pencapaiannya sesuai target RPJMD 

yaitu Persentase Unit Layanan Terakreditasi (100% dari target 100%), Rasio Angka 

Kematian Bayi (1,80/1000 KH dari target 2,14/1000 KH) dan Tatanan Kota Sehat  

(100% Wistara dari target 100% Wiwerda). 

 

A.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional  

Standar Nasional bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 

2 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator kinerja Dinas 

Kesehatan tidak serupa dengan indikator SPM bidang kesehatan, namun capaian 

indikator SPM mendukung capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan. Berikut terlampir 

capaian realisasi kinerja tahun Ini dengan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Nasional 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Indikator SPM Target 
SPM/ 

Standar 
Nasional 

Capaian 
Target 
SPM 

Depok 

Interpretasi 

1 2 3 4 5 6 7 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Indikator SPM Target 
SPM/ 

Standar 
Nasional 

Capaian 
Target 
SPM 

Depok 

Interpretasi 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Hamil 

100% 95.78% Tidak 
tercapai 

 Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Bersalin 

100% 91.84% Tidak 
tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan Bayi 

Baru Lahir 

100% 99.08% Tidak 
tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan Balita 

100% 104.61% Tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan pada 

Usia Pendidikan 

Dasar 

100% 30.35% Tidak 
tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan pada 

Usia Produktif 

100% 34.69% Tidak 
tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan pada 

Usia Lanjut  

100% 74.04% Tidak 
tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan Penderita 

Hipertensi 

100% 25.45% Tidak 
tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan Penderita 

Diabetes Melitus 

(DM) 

100% 83.17% Tidak 
tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan Orang 

dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ) Berat 

100% 108.84% Tercapai 

   Pelayanan 

Kesehatan Orang 

terduga 

Tuberkulosis (TB) 

100% 30.67% Tidak 
tercapai 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Indikator SPM Target 
SPM/ 

Standar 
Nasional 

Capaian 
Target 
SPM 

Depok 

Interpretasi 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 
 
 
 
 

 

 Pelayanan 

Kesehatan Orang 

dengan Risiko 

Terinfeksi HIV 

100% 27.64% Tidak 
tercapai 

Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok tahun 2019 

 

Analisis Perbandingan 

Target nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP adalah Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 4 tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan. Berdasarkan tabel diatas 

diketahui perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target nasional 

masih ada yang belum mencapai target.  

Dari 12 indikator yang beririsan dengan SPM bidang kesehatan, terdapat 2 

indikator yang telah tercapai, yaitu Pelayanan Kesehatan Balita dan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat. Program dan kegiatan yang 

terkait dengan capaian kinerja Indikator tersebut masih perlu dioptimalkan, khususnya 

pencatatan dan pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memberikan 

pelayanan tersebut. 

 

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja  

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran 

strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 

yang kemudian dibandingkan dengan realisasi yang disajikan dalam formulir 

pengukuran kinerja tahun 2019. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan 

evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok dan sebab-sebab tercapai/tidak 

tercapainya kinerja yang diharapkan. 
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Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Depok telah melaksanakan program 

dan kegiatan untuk mencapai  Misi ke-1 dan ke-2 Kota Depok, yaitu : 

o Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional 

dan Transparan 

o Misi Kedua     : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, 

Kreatif dan Berdaya Saing 

Kedua misi tersebut dijabarkan dalam 2 Tujuan dan 3 Sasaran Strategis yang 

dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran strategis yang dijelaskan sebagai berikut: 

Tujuan Pertama  : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan 

Tata Kelola Dinkes yang Akuntabel 

Terdapat 1 sasaran strategis pada Misi ke-1, yaitu : 

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang 

professional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel 

Indikator Sasaran Startegis :   

1. Predikat SAKIP Dinas Kesehatan 

2. Unit Layanan Terakreditasi 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini telah mencapai kinerja sebesar 

100 %, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran 
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Kesehatan Yang  

Akuntabel Tahun 2019 
 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Interpretasi 

1 Predikat SAKIP Dinas 
Kesehatan 

B BB 125 Tercapai  

2 Unit Layanan 
Terakreditasi 

100% 100% 100 Tercapai 

 

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja: 

Analisis penyebab keberhasilan indikator diatas, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Indikator  sasaran strategis Predikat SAKIP  tahun 2019 telah tercapai, yaitu BB. 

Meskipun demikian, Predikat SAKIP masih perlu ditingkatkan dengan cara 

melengkapi dokumen perencanaan yang komprehensif, sehingga terjadi 

sinkronisasi antara target nasional. RPJMD, Renstra sampai dengan Program 
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dan Kegiatan. Selain itu melakukan sistem pengawasan internal melalui kegiatan 

identifikasi  risiko, identifikasi celah pengendalian dan rencana tindak 

pengendalian pada setiap kegiatan  secara komprehensif serta monitoring 

evaluasi secara terpadu serta reward dan punishment bagi unit kerja yang 

mencapai kinerja yang diharapkan. 

2. Tercapainya sasaran strategis Persentase Unit Layanan Terakreditasi dengan 

nilai capaian sebesar 100% disebabkan karena pada tahun 2019, jumlah unit 

layanan yang telah terakreditasi yaitu 6 Puskesmas terakreditasi perdana dan 2 

Puskesmas re akreditasi, sehingga secara kumulatif terdapat 29 puskesmas dari 

target 29 Puskesmas.  

Kegiatan akreditasi Puskesmas dilakukan penilaian oleh Komisi Akreditasi 

Kementrian Kesehatan dan telah memperoleh hasil terakreditasi Dasar, Madya, 

Utama dan Paripurna. Pencapaian tersebut disebabkan Faktor pendukung 

sebagai berikut: 

a. Koodinasi lintas program dan lintas sektor sudah cukup baik, sehingga 

memudahkan dukungan kebijakan dan sumber daya yang dibutuhkan 

selama proses pemenuhan elemen penilaian Akreditasi di Puskesmas. 

b. Tersedianya Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas yang telah 

mendapatkan pelatihan yang terstandar dari Unit Pelatihan Kesehatan 

(Upelkes), baik yang berada di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas. 

c. Tersedianya sumber daya dana untuk pemenuhan sarana prasarana dan 

alat kesehatan serta pemenuhan SDM yang dibutuhkan sesuai standar 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, 

baik kegiatan bersumber dana APBD II maupun BLUD Puskesmas. 

d. Keunggulan Puskesmas untuk menyelenggarakan akreditasi dengan 

menunjukkan komitmen selama proses akreditasi berlangsung. 

Daftar nama Puskesmas yang telah mendapat akreditasi secara kumulatif dari 

tahun 2016 – 2019 disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3. 7 Daftar Puskesmas Terakreditasi Kota Depok Tahun 2016-2019 

 
NO 

NAMA 
PUSKESMAS 

REG 
BARU 

KECAMATAN ALAMAT 
KRITERIA 
KAWASAN 

KRITERIA  
NRI/RI 

PONED 
Σ 

TT 
AKREDITASI 

TAHUN 
AKREDITASI 

1 Cimanggis 1031333 Cimanggis Jl. Raya Bogor Km 33 Rt. 
05/02 Curug, Kec. 
Cimanggis 

Perkotaan Rawat 
Inap 

PONED 9 Madya 2016 

         Utama 2019 
 

2 Cipayung 1031325 Cipayung Jl. Blok Rambutan No. 
108, Depok 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2016 

         Utama 2019 
 

3 Pancoran 
Mas 

1031322 Pancoran 
Mas 

Jl. Pemuda No. 2 Rt 
02/08, Kec. Pancoran 
Mas 

Perkotaan Rawat 
Inap 

PONED 6 Dasar 2017 

4 Beji 1031343 Beji Jl. Bambon Raya No. 7B 
Rt. 01/01 Beji Timur 
Depok, Kec. Beji 

Perkotaan Rawat 
Inap 

PONED 3 Dasar 2017 

5 Bojongsari 1031321 Bojongsari Jl. Komplek Pamulang 
Village Blok H 8 no.8 
Rt.06/14 Kel. Pondok 
Petir Kec. Bojongsari, 
Depok 

Perkotaan Rawat 
Inap 

PONED 4 Madya 2017 

6 Limo 1031346 Limo Jl. Raya Grogol Rt. 01/01 
Kel.Grogol, Kec. Limo 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Dasar 2017 

7 Cilodong 1031332 Cilodong Perum GDC Jl. Raya 
Boulevard Sektor Melati 
Rt. 01/05 Kel. Jatimulya 
Kec. Cilodong 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

PONED - Madya 2017 
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NO 

NAMA 
PUSKESMAS 

REG 
BARU 

KECAMATAN ALAMAT 
KRITERIA 
KAWASAN 

KRITERIA  
NRI/RI 

PONED 
Σ 

TT 
AKREDITASI 

TAHUN 
AKREDITASI 

8 Sawangan 1031316 Sawangan Jl. Raya Muchtar No. 73 
Rt. 03/03, Kec. 
Sawangan 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2017 

9 Sukmajaya 1031326 Sukma Jaya Jl. Arjuna Raya  No. 01 
Depok II, Kec. 
Sukmajaya 

Perkotaan Rawat 
Inap 

PONED 10 Madya 2017 

10 Cinere 1031347 Cinere Jl. Cinere Raya  No. 30 
Kec. Cinere Depok 

Perkotaan Rawat 
Inap 

PONED 4 Madya 2017 

11 Tapos 1031334 Tapos Jl. Raya Tapos No.85 Rt 
02/12 .Kel. Tapos, Kec. 
Tapos 

Perkotaan Rawat 
Inap 

PONED 6 Dasar 2017 

12 Pengasinan 1031320 Sawangan Komp. BSI II Jl. Anggrek 
Raya, Kec. Sawangan 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 

13 Bhaktijaya 1031328 Sukma Jaya Komp. PELNI Blk G2 
Bhakti Jaya, Kec. 
Sukmajaya 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 

14 Duren Seribu 1031317 Bojongsari Jl. Delima No. 2 Komp 
Arco Rt. 002/06 Duren 
Seribu, Kec. Bojongsari 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Dasar  2018 

15 Abadijaya 1031327 Sukma Jaya Jl. Kerinci Raya No.1 Rw 
26 Depok II Timur, Kec. 
Sukmajaya 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya  2018 

16 Villa Pertiwi 1031329 Cilodong Komp.Villa Pertiwi Rt. 
01/16 Kel Sukamaju, 
Kec. Cilodong 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

PONED 5 Madya 2018 

17 Harjamukti 1031338 Cimanggis Jl. Tumaritis Kavling 
Pertamina RT 03 RW 04 
Kalimanggis Kel. 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 
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NO 

NAMA 
PUSKESMAS 

REG 
BARU 

KECAMATAN ALAMAT 
KRITERIA 
KAWASAN 

KRITERIA  
NRI/RI 

PONED 
Σ 

TT 
AKREDITASI 

TAHUN 
AKREDITASI 

Harjamukti Kec. 
Cimanggis  

18 Mekarsari 1031340 Cimanggis Jl. Tipar Raya 1 Rt. 04/09 
Mekarsari, Kec. 
Cimanggis 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 

19 Rangkapan 
Jaya 

1031324 Pancoran 
Mas 

Jl. Keadilan Rangkapan 
Jaya, Kec. Pancoran 
Mas 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 

20 Sukatani 1031335 Tapos Komp Kopasus Jl.Wijaya 
Kusuma Rt. 04/09 
Sukatani, Kec. Tapos 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 

21 Tugu 1031336 Cimanggis Jl. Akses UI Palsi 
Gunung Rt. 05/03 Ds. 
Tugu, Kec. Cimanggis 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 

22 Cimpaeun 1031342 Tapos Perumahan Persada 
Depok, Tapos 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 

23 Tanah Baru 1031344 Beji Perum Depok Mulya III 
Rt. 06/02 Tanah Baru, 
Kec. Beji 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2018 

24 Kedaung 1031319 Sawangan Jl. Pertiwi Raya Komp. 
Bappenas Kedaung, 
Sawangan Depok 

Perkotaan Rawat 
Inap  

PONED 4 Utama 2019 

25 Pasir Putih 1031318 Sawangan Jl. Raya Pasir Putih 
(Griya Sawangan  Asri) 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2019 

26 Kemirimuka 1031343 Beji Jl. H. Juanda No.8 
RT.02/03 Kemiri Muka, 
Beji 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Utama 2019 
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NO 

NAMA 
PUSKESMAS 

REG 
BARU 

KECAMATAN ALAMAT 
KRITERIA 
KAWASAN 

KRITERIA  
NRI/RI 

PONED 
Σ 

TT 
AKREDITASI 

TAHUN 
AKREDITASI 

 
 

27 Depok Jaya 1031323 Pancoran 
Mas 

Jl. Melati Raya Depok I, 
Depok Jaya, Pancoran 
Mas 
 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Paripurna 2019 

28 Pondok 
Sukmajaya 

1031331 Sukmajaya Perum Pondok 
Sukmajaya B1 G3 RT. 
02/07 Pd.Sukmajaya 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Utama 2019 

29 Pasir Gunung 
Selatan 

1031339 Cimanggis Komp. Villa Kalisari Blok 
B RT.12/01 Pasir 
Gn.Selatan 

Perkotaan Non 
Rawat 
Inap 

- - Madya 2019 
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Tujuan 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat  

Terdapat 2 sasaran strategis pada Misi ke-2, yaitu : 

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pemerataan dan  mutu layanan kesehatan 

Indikator Sasaran Strategis : Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Pada sasaran strategis ini, target indikator tercapai. Indikator kinerja, target, dan 

realisasinya dapat diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi  pada Sasaran 

Meningkatnya Mutu Pemerataan dan Mutu Layanan Kesehatan 2019 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Capaian 
Interpretasi 

1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

80,00 
(Baik) 

80,54 100,675 Tercapai 

 

▪ Analisis Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja: 

Tercapainya indikator sasaran strategis di atas dapat dijelasan sebagai berikut: 

Capaian kinerja indikator IKM tahun 2019 sudah sesuai target karena sejak pola 

pengelolaan keuangan Puskesmas menggunakan BLUD, Puskesmas dapat lebih 

leluasa meningkatkan mutu pelayanan dengan penambahan fasilitas, SDM dan 

kemudahan serta kenyamanan pasien. Maka dari itu, pasien merasa terlayani 

dengan baik sehingga menyebabkan kepuasan masyarakat meningkat. 

 

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 

 Pada sasaran strategis ini, target indikator sasaran belum semuanya tercapai. 

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi  pada Sasaran 

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 

No 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Interpretasi 

1 Rasio Angka 
Kematian Ibu 

38,85/100.000 
KH KH 

82,44/100.000 
KH 

12,20 Tidak 
Tercapai 

2 Rasio Angka 
Kematian Bayi 

2,18/1000 KH 1,80/1000 KH 117,4 Tercapai 

3 Tingkat Tatanan 
Kota Sehat 

Wiwerda 
100% 

Wistara 100% 175 Tercapai 

 

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan  Capaian Kinerja: 
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Analisis capaian indikator sasaran strategis yang diuraikan pada table diatas 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Capaian kinerja indikator Rasio Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2019 belum 

mencapai target yang diharapkan. Rasio angka kematian ibu masih tinggi yaitu 

82,44/100.000 KH dari target 38,85/100.000 KH merupakan kinerja yang sangat 

kurang baik, karena semakin kecil rasio angka kematian, semakin bagus dalam 

pencapaian sasaran menurunnya kematian ibu.  

2. Capaian kinerja indikator Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2019 telah 

mencapai target yaitu 1,80/1000 KH dari target 2,18/1000 KH merupakan kinerja 

yang baik, karena semakin kecil rasio angka kematian, semakin bagus dalam 

pencapaian sasaran menurunnya kematian bayi. Faktor pendorong dan 

penghambat capaian kinerja indikator AKI di Kota Depok disebabkan antara lain : 

Analisis capaian penyebab keberhasilan AKB dan belum tercapainya AKI diuraikan 
sebagai berikut: 

Tabel 3. 10 Variabel Pendorong dan Penghambat   
Capaian Indikator Sasaran AKI dan AKB tahun 2019 

Variabel Pendorong Penghambat 

Sumber 
Daya 
Manusia 
(Man) 

1. Telah tersedianya Tim AMP, 
Tim Pembina Rumah Sakit 
Sayang Ibu Bayi (RSSIB), serta 
Tim Pengawas Pelayanan 
KIBBLA yang telah ditetapkan 
melalui SK Walikota dan 
berkomitmen dalam 
optimalisasi upaya kesehatan 
ibu dan anak. 

2. Peran aktif dan dukungan dari 
Praktik Mandiri Bidan dalam 
pelayanan KIA. 

3. Terlaksananya peningkatan 
kompetensi teknis pada SDM 
Kesehatan, baik bersumber 
dana APBD II maupun dana 
BLUD Puskesmas; 

 

1. Masih terdapat SDM yang belum 
mendapat pelatihan dalam 
penanganan dan asuhan pra rujukan 
terutama Bidan Praktik Mandiri (BPM) 
dan Tenaga Kesehatan di Puskesmas 
PONED yg lebih banyak menangani 
kasus persalinan dan melakukan 
rujukan. 

2. Sebagian besar tenaga kesehatan 
pada Puskesmas PONED belum 
mendapatkan Pelatihan Tim PONED. 
Dari 9 puskesmas PONED, hanya 1 
puskesmas PONED dengan tim 
PONED terlatih; 

3. Belum semua RS rujukan memiliki 
kesiapan SDM di ICU dan NICU 
sesuai dengan kebutuhan; 

4. Program perencanaan persalinan dan 
pencegahan komplikasi (P4K) belum 
optimal di masyarakat; 

5. Belum optimalnya pembagian tugas 
tim pengawas KIBBLA 

Anggaran 
(Money) 

1. Meningkatnya alokasi anggaran 
untuk Pembiayaan Kesehatan 

1. Masih terdapat status ekonomi 
masyarakat kurang, sehingga asupan 
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Variabel Pendorong Penghambat 

Masyarakat Miskin melalui 
skema PBI dan diluar kuota 
PBI. 

gizi ibu kurang dan dapat 
menyebabkan ibu anemia dan BBLR; 

2. Masih ada ibu hamil yang belum 
mempunyai jaminan kesehatan. 

3. Meningkatnya pembiayaan diluar 
kuota karena peserta tunggak bayar 
meningkat. 
 

Sarana 
Prasarana 
(Material) 

1. Tersedianya Bank Darah RS (7 
RS), yaitu: 

• RS Melia 

• RS Sentra Medika 

• RS Hermina 

• RS Bunda Margonda 

• RS Graha Permata Ibu 

• RS Puri Cinere 
2. Tersedianya bahan medis 

pendukung screening 
kesehatan ibu hamil 
(Hemoglobin tes dan rapid HIV) 

3. Tersedianya obat untuk 
mendukung puskesmas 
mampu PONED. 

4. Terdapat 10 Puskesmas 
PONED di 10 Kecamatan 

5. Telah terdapat 19 dari 23 RS 
dan semua puskesmas sudah 
berkerjasama dengan BPJS 
Kesehatan  

6. Tersedianya fasilitas rujukan 
119 dan ambulance pada 
seluruh puskesmas di Depok  

1. Sarana pendukung / ketersediaan 
fasilitas rujukan terutama NICU dan 
ICU masih kurang; 

2. Belum semua RS mampu PONEK 
3. Masih terdapat RS belum 

bekerjasama dengan BPJS. 
4. Fasilitas puskesmas mampu PONED 

belum dilengkapi fasilitas penanganan 
kegawatdaruratan Ibu dan Bayi; 

5. Masih terdapat PKM yang memiliki 
alkes dan sarpras belum sesuai 
standard Permenkes 75 tahun 2014 
tentang Puskesmas; 

6. Fasilitas rujukan 119 belum 
mengakomodir semua kasus rujukan, 
saat ini baru pelayanan pra hospital 

Machine 1. Meningkatnya kerjasama lintas 
sektor terkait (BPJS Kesehatan, 
PMI, fasilitas pelayanan 
kesehatan  lain, Organisasi 
Profesi, Organisasi Masyarakat, 
dll); 

2. Meningkatnya sarana 
penunjang pelayanan 
kesehatan, sehingga pelayanan 
lebih optimal; 

3. Meningkatnya jumlah rumah 
sakit yang memberikan laporan 
kesehatan ibu dan anak, serta 
hasil pelacakan kematian ibu 
dan bayi. 

1. Masih ada kehamilan dengan 4T 
(terlalu muda dan terlalu tua) 
sehingga berisiko terjadinya kematian 
bayi; 

2. Masih terdapatnya ibu yang belum 
mendapatkan pelayanan ANC sesuai 
standar (10 T terintegrasi); 

3. Belum semua sasaran menjadi 
peserta BPJS atau siap jaminan 
kesehatan, sehingga kesulitan 
mencari RS yang dapat merawat bayi 
dengan kondisi kritis; 

4. Pemberdayaan masyarakat, peran 
serta masyarakat dan peran lintas 
sektor masih belum optimal; 
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Variabel Pendorong Penghambat 

Methode 1. Meningkatnya mekanisme 
pencatatan dan pelaporan dari 
semua fasilitas kesehatan  yang 
ada, salah satunya melalui 
aplikasi Sistem Informasi Bidan 
Praktek Mandiri (SIBIMA); 

2. Meningkatnya pembinaan ke 
Rumah Sakit dan fasilitas 
kesehatan swasta lainnya; 

3. Meningkatnya peran aktif dari 
fasilitas pelayanan kesehatan 
swasta terhadap kegiatan Dinas 
Kesehatan dan Puskesmas 
terkait program kesehatan ibu 
dan anak 

4. Terlaksananya pembinaan 
standar pelayanan kesehatan 
ibu dan bayi di 35 Puskesmas 

5. Tersedianya kebijakan yang 
mendukung, diantaranya Perda 
KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi 
Baru lahir, Bayi dan Aank 
Balita) , Perda Kota Layak 
Anak, Perda Ketahanan 
Keluarga, Perda Perizinan dan 
Sertifikasi  Bidang Kesehatan 
serta Perda Sistem Kesehatan 
Daerah (SKD); 

6. Pelaporan dan pengumpulan 
data berbasis computer dan 
web sehingga mempermudah 
pembinaan dan penilaian kota 
sehat 

1. Sistem rujukan masih belum optimal, 
masih sulit mencari tempat rujukan; 

2. Belum tersedianya system informasi 
rujukan yang siap menerima saat 
dibutuhkan 

3. Belum optimalnya Program 
Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi (P4K) 
ditingkat masyarakat; 

4. Belum optimalnya pengawasan yang 
dilakukan tim Pengawas KIBBLA 
terhadap pelayanan KIBBLA 
(Kesehatan Ibu Bayi baru Lahir, Bayi 
dan Anak Balita) 
 

 

 

▪ Permasalahan dan Alternatif Solusi AKI dan AKB yang telah dilakukan 

maupun yang direncanakan; 

Permasalahan Solusi 

1. Belum semua SDM terampil dalam 
penanganan dan asuhan pra rujukan 
terutama Bidan Praktik Mandiri (BPM) 

2. Belum semua petugas Puskesmas PONED 
mendapatkan Pelatihan Tim PONED. Dari 
9 puskesmas PONED, hanya 1 puskesmas 
PONED dengan tim PONED terlatih 

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan 
sesuai dengan SOP 

1. Meningkatkan skill/keterampilan melalui 
pelatihan, pembinaan dan 
pendampingan kepada Bidan Praktik 
Mandiri (BPM) 

2. Mengusulkan pelatihan petugas 
PONED. (pelatihan untuk Tim PONED) 

3. Pengawasan pelaksanaan pelayanan 
sesuai SOP 

4. Pembinaan faskes swasta (RS, Klinik 
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4. Belum optimalnya pembinaan kepada 
faskes swasta (RS, Klinik dan BPM) 

5. Kurangnya koordinasi dengan jejaring dan 
organisasi profesi yang terkait dengan 
kematian ibu dan bayi 

6. Masih kurangnya faslitas rujukan yang 
dilengkapi dengan ICU dan NICU sesuai 
kebutuhan 

7. Belum terbentuknya tim percepatan upaya 
penurunan AKI dan AKB 

8. Belum optimalnya kegiatan P4K di 
masyarakat serta melibatkan lintas sector 
di masyarakat 

9. Belum optimalnya pembinaan kesehatan 
reproduksi calon pengantin di puskesmas 

10. Masih terdapat kematian ibu dengan 
penyebab anemia 

dan BPM) 
5. Koordinasi dengan organisasi profesi 

untuk melaksanakan pendampingan di 
wilayah kecamatan dan di masyarakat 

6. Merekomendasikan kepada pihak RS 
untuk melengkapi fasilitas intensive 
(ICU dan NICU) sesuai dengan 
kebutuhan 

7. Menyusun rencana aksi dan 
pembentukan tim upaya penurunan AKI 
dan AKB secara terintegrasi tingkat kota 
sampai tingkat kelurahan 

8. Sosialisasi dan pendampingan P4K di 
masyarakat 

9. Meningkatkan kualitas pembinaan 
kesehatan reproduksi calon pengantin, 
berkoordinasi dengan kementerian 
agama/KUA 

10. Pencegahan anemia ibu hamil melaui 
pemantauan kepatuhan konsumsi tablet  
tambah darah 

 

3. Capaian Kinerja Tatanan Kota Sehat telah melebihi  target kinerja yaitu 100% Wistara 

dari target 100% Wiwerda. Keberhasilan ini sejalan dengan target RPJMD Kota 

Depok yang menetapkan 4 tatanan di tahun 2017 sehingga capaian tatanan Kota 

Sehat, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat tercapai 

sebesar 100%. Pada tahun 2019, Kota Depok menambah 3 (tiga) tatanan Kota Sehat, 

yaitu: 

1. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat; 

2. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;  dan 

3. Kawasan Pariwisata Sehat  

Diharapkan diakhir RPJMD dapat tercapai tatanan Kota Sehat dengan katagori 

WISTARA.  Faktor  pendorong dan penghambat capaian kinerja indikator Tingkat 

Tatanan Kota Sehat di Kota Depok disebabkan antara lain : 

Tabel 3. 11 Variabel Pendorong dan Penghambat  
Capaian Indikator Sasaran Tingkat Tatanan Kota Sehat  Tahun 2019 

Variabel Pendorong Penghambat 

Sumber 
Daya 
Manusia 
(Man) 

1. Kerjasama yang baik antara SDM 
di Dinkes dengan OPD terkait 
dalam pembinaan Lokus dan 
Tatanan Kota Sehat 

1. Masih ada Kader Forum Kota Sehat 
yang tidak mau aktif dalam 
pembinaan lokus dan tatanan di 
wilayahnya 
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Variabel Pendorong Penghambat 

2. Meningkatnya    pengetahuan,    
peran   dan   dukungan    
masyarakat    dalam mewujudkan 
kemandirian masyarakat untuk 
hidup sehat melalui FKDS dan 
Kader UKBM (Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat) di 
setiap tatanan 

2. Pengetahuan tentang Indikatior Kota 
Sehat belum diketahui secara 
komprehensif oleh SDM Kesehatan 
pada Dinas Kesehatan dan 
Puskesmas  

 

Anggaran 
(Money) 

1. Tersedianya dana  untuk  kegiatan  
program  pada tahun 2018 yang 
bersumber dari APBD dan Pajak 
Rokok 

2. Tersedianya Dana Alokai Khusus 
(DAK)  Non Fisik - Bantuan  
Operasional  Kesehatan (BOK)  
yang  digunakan   untuk  
pelaksanakan teknis  di tingkat 
Puskesmas untuk kegiatan 
pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat dalam 
mendukung pencapaian 
Tatanan Kota Sehat 

 

Sarana 
Prasarana 
(Material) 

1. Tersedianya sarana/media  
promosi  (leaflet, lembar  balik,  
dan  lain  lain)  untuk mendukung 
upaya sosialisasi Kota Sehat 

2. Tersedia Website Kota Sehat 
dalam rangka memudahkan 
pelaporan kegiatan 
penyelenggaraan Kota Sehat oleh 
FKKS dan FKDS 

1. petugas dan kader forum kota 
sehat belum memanfaatkan secara 
optimal sarana, dan material yang 
dimiliki 
 

Machine 1. Meningkatnya dukungan dan 
komitmen bersama lintas sektor di 
tingkat Kota, berupa Aktifitas Tim 
Pembina tingkat Kota yang sangat 
aktif dan peduli terhadap program 
penguatan Kota Sehat 

2. Geliat Aktifitas Forum tingkat Kota 
Depok yang sangat baik dan 
menggandeng berbagai macam 
stakeholder terkait dan masyarakat; 

3. Aktifitas Forum Komunikasi tingkat 
Kecamatan dan Kelurahan yang 
selaras dengan Forum Tingkat Kota; 
serta  

4. Aktifitas Pokja di tingkat Kelurahan 
yang bersinergi dengan jenjang 

1. Masih terdapat  koordinasi lintas 
program dan lintas sektor  yang 
kurang optimal di berbagai tatanan 
yang menjadi pilihan Kota Depok 
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Variabel Pendorong Penghambat 

yang lebih tinggi di tingkat 
Kecamatan dan Kelurahan serta 
melibatkan masyarakat 

5. Meningkatnya peran stakeholder 
dalam mendukung kegiatan 
K o t a  S e h a t  di berbagai tatanan 
dan tingkatan 

Methode Tersedianya kebijakan yang 
mendukung yaitu:  

• Perda Nomor 3 tahun 2014 
tentang Kawasan Tanpa Rokok; 

• Perda Nomor 2 tahun 2015 
tentang Kesehatan Ibu, Bayi 
Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita 
(KIBBLA); 

• Perda Nomor 15 Tahun 2013 
Tentang Kota Layak Anak; 

• Perda Nomor 9 tahun 2017 
Tentang Ketahanan Keluarga; 
dan  

• Perda Nomor 17 tahun 2017 
tentang Sistem Kesehatan 
Daerah  
 

Sulitnya mengumpulkan data dari 
Perangkat Daerah  terkait indikator 
Kota Sehat 

 

• PERMASALAHAN DAN SOLUSI TATANAN KOTA SEHAT 

Permasalahan Solusi 

4. Belum seluruhnya kader Forum Kota 
Sehat memahami program Kota Sehat  

5. Perbedaan alokasi anggaran kota sehat di 
masing-masing wilayah 

6. Koordinasi lintas program dan lintas sektor  
yang kurang optimal dalam pencapaian 
setiap tatanan kota sehat  

7. Belum semua perangkat daerah dan 
anggota forum yang memanfaatkan 
SIMPOK SEHAT sebagai sistem informasi 
dan menejemen data kegiatan kota sehat 

 
 
 

1. Pembinaan Kader Forum Kota Sehat 
secara merata dan intensif 

2. Memberikan arahan kepada masing-
masing wilayah terkait prioritas 
program kota sehat yang harus 
dilaksanakan 

3. Meningkatkan koordinasi lintas 
sektor dan lintas program terkait 
kegiatan kota sehat  dengan 
dibentuknya grup whatsapp 

4. Dibuatkan panduan bagi perangkat 
daerah dalam rangka melaksanakan 
kegiatan kota sehat berupa Perwal 
Kota Sehat 

 



Dinas Kesehatan Tahun 2019 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Page 53 
 

A.6 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota 

Depok Tahun 2019 dapat kami simpulkan sebagai berikut: 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan 

Transparan  

Tujuan Pertama  : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan 

Tata Kelola Dinkes yang Akuntabel 

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dari Tujuan 1, yaitu: 

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional dan 

tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel  

Terdapat 2 indikator sasaran strategis, yaitu : 

1. Predikat SAKIP Dinas Kesehatan 

2. Persentase Unit layanan terakreditasi 

Capaian indikator Predikat  SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2019 telah mencapai 

target, yaitu predikat BB. Indikator  persentase  unit layanan terakreditasi pada tahun 

2019 telah mencapai target,yaitu  jumlah  unit layanan terakreditasi sebanyak  6 

Puskesmas terakreditasi perdana dan 2 Puskesmas re akreditasi, sehingga secara 

kumulatif terdapat 29 puskesmas yang telah terakreditasi dari target 29 Puskesmas. 

Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 6.804.235.498,- terserap sebesar Rp. 

5.456.746.611,- (80.19%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 1.347.470.887,-. Nilai 

ini sebagian karena terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan secara optimal, 

karena terdapat tersedianya anggaran sumber dana DAK Fisik yang terlambat pada 

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan, terdapat 

belanja di sesuaikan dengan kebutuhan pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 

Aparatur serta terlambatnya dana tahap II anggaran sumber dana DAK Non Fisik pada 

program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 1 

diuraikan dalam tabel berikut:   
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Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Publik yang Professional dan Tata Kelola Dinas Kesehatan yang Akuntabel  

Tahun 2019 

NO PROGRAM 

Anggaran Realisasi 
Sisa 

Anggaran 
(Rp) 

Sebelum 
Perubahan 

(Rp) 

Setelah 
Perubahan 

(Rp) 
Rp % 

1 Peningkatan 
Administrasi 
Perkantoran 

1.522.745.903 
 

1.519.184.638 
 

1.363.534.821 89,75 155.649.817 

2 Peningkatan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Aparatur 

699.272.160 
 

699.272.160 
 

442.928.588 63,34 256.343.572 

3 Peningkatan 
Kualitas 
Perencanaan 

757.981.700 1.327.981.900 1.074.277.138 80,90 253.704.762 

4 Peningkatan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

233.819.000 
 

217.949.000 
 

194.343.000 89,17 23.606.000 

5 Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan 
 
 

355.027.800 
 

3.039.847.800 
 

2.381.681.064 78,35 658.166.736 

Total   
3.568.846.563 

 
6.804.235.498 

 
5.456.764.611 

 
80,19 

 
1.347.470.887 

 

 

Tujuan 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat  

Terdapat 2 sasaran strategis pada Tujuan ke-2, yaitu : 

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan kesehatan  

Terdapat 1 indikator sasaran strategis, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Target kinerja sasaran ini tercapai 100,675%, dimana Anggaran Dinas Kesehatan 

sebesar Rp. 226.573.276.079,- terserap sebesar Rp. 96.217.615.564,- sehingga 

terdapat sisa anggaran Rp. 147.934.878.515,-. Terdapat anggaran yang tidak dapat 

direalisasikan secara optimal, karena terdapat anggaran sumber dana DAK Non Fisik 

dan Pajak Rokok yang tidak dapat diserap secara optimal untuk kegiatan PBI. Terdapat 
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realisasi sesuai kebutuhan pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan BLUD. 

Realisasi anggaran pada sasaran strategis 2 diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Mutu 
Layanan Kesehatan Tahun 2019 

N
O 

PROGRAM 

Anggaran Realisasi 
Sisa 

Anggaran 
(Rp) 

Sebelum 
Perubahan (Rp) 

Setelah 
Perubahan (Rp) 

Rp % 

1 Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Dasar Dan 
Rujukan 

100.480.004.700 
 

140.182.664.069 
 

93.572.365.185 59,31 64.189.516.884 

2 Peningkatan 
Sarana 
Prasarana 
Kesehatan 

1.585.629.300 
 

2.351.009.976 
 

1.768.386.467 75,22 582.623.509 

3 Pengembangan 
Dan 
Pengelolaan 
BLUD 

82.936.330.769 
 

83.133.079.634 
 

68.415.763.086 82,29 14.717.316.548 

4 Peningkatan 
Kualitas Sumber 
Daya Aparatur 

92.115.000 
 

92.115.000 
 

90.454.500 98,20 1.660.500 

5 Pengembangan 
Layanan 
Teknologi 
Informatika 

614.407.400 
 

814.407.400 
 

786.409.412 96,56 27.997.988 

Total   
185.708.487.169 

 
226.573.276.079 

 
164.633.378.650 

 
82.32 

61.939.897.429 
 

 

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

Terdapat 3 indikator sasaran strategis, yaitu: 

1. Angka Kematian Ibu 

2. Angka Kematian Bayi 

3. Tingkat Tatanan Kota Sehat 

Pada sasaran strategis ini, capaian kinerja indikator AKI hanya 12,20%, AKB 

tercapai 117,4% dan Tatanan Kota Sehat tercapai 100% Wistara (175%). Anggaran 

Dinas Kesehatan sebesar Rp. 7.291.017.596,- terserap sebesar Rp. 6.576.712.090,- 

(90,20%), sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 827.286.826,- Nilai ini sebagian karena 

efisiensi. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 3 diuraikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan 

Masyarakat  Tahun 2019 

NO PROGRAM 

Anggaran Realisasi 

Sisa Anggaran 
(Rp) 

Sebelum 
Perubahan 

(Rp) 

Setelah 
Perubahan 

(Rp) 
Rp % 

1 Peningkatan 
Kesehatan 
Keluarga 

909.399.700 
 

949.399.700 
 

882.169.900 92,92 67.229.800 

2 Pengembang
an Program 
Kota Sehat 

399.699.900 
 

399.699.900 
 

394.036.000 98,58 5.663.900 

3 Peningkatan 
Promosi 
Kesehatan 

1.139.001.400 
 

1.264.001.400 
 

1.216.357.836 96,23 47.643.564 

4 Peningkatan 
Kesehatan 
Lingkungan 

766.799.100 
 

821.799.100 
 

640.360.800 77,92 181.438.300 

5 Pencegahan 
Penanggulan
gan Penyakit 
Menular dan 
Tidak 
Menular 

2.595.709.400 
 

3.009.640.024 
 

2.581.763.877 85,78 427.876.147 

6 Peningkatan 
Kewaspadaa
n Pangan 
dan Gizi 

946.983.400 
 

932.560.600 
 

862.023.677 92,44 70.536.923 

Total 
6.757.592.900 

 
7.291.017.596 

 
6.576.712.090 

 
89,15 

827.286.826 
 

A.7. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Kinerja 

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tujuan Pertama  : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan 

Tata Kelola Dinkes yang Akuntabel 

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dari Tujuan 1, yaitu: 

• Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang 

profesional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel  

Indikator sasaran :  
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1. Predikat SAKIP Dinas Kesehatan 

2. Persentase Unit Layanan Terakreditasi 

 

• Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja Predikat 

SAKIP Dinas Kesehatan yaitu predikat BB.  Indikator Sasaran Strategis ini 

didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 15 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis 

Predikat SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2019 

No Program Kegiatan Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

1 Peningkatan 
Administrasi 
Perkantoran 

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96,36 88,74 

    2 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

100 73,52 

    3 Penyediaan Komponen 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

83,33 29,39 

    4 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

89,66 75,75 

    5 Penyediaan Makanan dan 

Minuman 

98,50 98,00 

    6 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam dan Luar 

Daerah 

99,00 91,47 

2 Peningkatan 
Sarana dan 
prasarana 
Aparatur  
  

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Bermotor 

98,00 93,42 

  2 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor 

56,52 26,01 

    3 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

85,00 64,79 

3 Peningkatan 
Kualitas 
Perencanaan 

1 Penyusunan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah 

100 96,89 

2 Penyediaan Pelayanan Data 
dan Profil Kesehatan 

100 88,60 

3 Penyusunan Kajian 
Perda/Perwal Kesehatan 

100 94,74 

4 Penyusunan dan Pengolahan 93,33 84,37 
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No Program Kegiatan Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

District Health Account (DHA) 

5 Kajian KPBU Pembangunan 
RSUD Wilayah Timur 
 

0 0 

6 Dukungan Manajemen BOK 
(DAK Non Fisik TA. 2019) 

90,57 75,48 

4 Peningkatan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

1 Penyusunan Pelaporan 

Keuangan dan Capaian Kinerja 

100 91,47 

2 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan BLUD UPT 
Puskesmas (SAK) 

100 87,46 

 

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan 

Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Predikat SAKIP Dinas Kesehatan, secara 

umum sudah cukup baik. Seluruh Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai 

kebutuhan. Adapun beberapa hal yang perlu penguatan adalah  : 

a) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Data dan Profil Kesehatan 

• Optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar dapat dijadikan 

evidence based planning 

• Kajian evaluasi efektivitas program kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

• Penguatan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan 

publik, baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan Penilaian 

Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai PermenPan RB 

Nomor 17 tahun 2017/ 

b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja  

• Sinergitas perencanaan pembangunan kesehatan agar terjadi 

kesesuaian antara RPJMD, Renstra, Program dan Kegiatan. 

• Monitoring evaluasi capaian kinerja dan keuangan  serta Rencana 

Aksi yang telah ditetapkan secara berkala. 

• Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 
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• Penguatan Reward dan Punishment bagi unit kerja yang mencapai 

atau tidak mencapai target kinerja. 

• Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis Persentase Unit Layanan 

Terakreditasi sebesar 100 %. Indikator ini didukung oleh Program/Kegiatan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 16 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis 

Jumlah Unit Layanan Terakreditasi Tahun 2019 

No Program Kegiatan Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

1 
  

Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas Sarana 
Prasarana 
Pelayanan 
  

1 Akreditasi Puskesmas 100 85,10 

2 Pembinaan dan Pengawasan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, Sarana 

Pelayanan Kesehatan 

Tradisional dan Tempat 

Tempat Umum Bidang 

Kesehatan 

100 90,47 

    3 Pembinaan dan Pengawasan 

Tenaga Kesehatan dan 

Penyehat Tradisional 

83,83 99,18 

    4 Pembinaan dan Pengawasan 

Sarana  IRTP, Farmasi dan 

Perbekalan Kesehatan 

90,00 89,49 

 

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan 

Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Persentase Layanan Terakreditasi, secara 

umum sudah cukup baik. Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai kebutuhan. 

Adapun beberapa hal yang perlu penguatan adalah  : 

a) Kegiatan Akreditasi Puskesmas 

• Optimalisasi pendampingan Pasca Survey Akreditasi, agar 

Puskesmas yang telah terakreditasi dapat tetap mempertahankan  

dan meningkatkan kualitas dan standard mutu pelayanan yang telah 

diberikan. 
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b) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Tempat Tempat Umum 

Bidang Kesehatan 

• Optimalisasi sosialisasi akreditasi FKTP swasta 

• Monitoring evaluasi standard mutu pelayanan di FKTP Swasta 

c) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Penyehat 

Tradisional 

• Optimalisasi sosialisasi akreditasi Praktik Mandiri 

• Monitoring evaluasi standard mutu pelayanan di Praktik Mandiri 

 

Tujuan  2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat  

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis dari Tujuan 2, yaitu: 

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan kesehatan 

Indikator sasaran : IKM 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dengan indikator  IKM sudah 

melebihi target.  Indikator Sasaran Strategis ini didukung oleh Program/Kegiatan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 17 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 

No Program  Kegiatan 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

1 Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Dasar dan 
Rujukan 

1 Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Lanjut dan Rujukan 

100 78,06 

 
2 Pembinaan Manajemen 

Puskesmas 
100 79,64 

 
3 Pelayanan Kesehatan Dasar 

24 jam dan Rawat Inap 
Puskesmas Kecamatan 
Pancoran Mas 

100 90,08 

  
4 Pelayanan Kesehatan Dasar 

dan Rawat Inap Puskesmas 
Kecamatan Sukmajaya 

100 91,82 

  
5 Pelayanan Kesehatan Dasar 

dan Rawat Inap Puskesmas 
Kecamatan Cimanggis 

86,97 82,82 
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No Program  Kegiatan 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%)   
6 Pelayanan Kesehatan Dasar 

dan Rawat Inap Puskesmas 
Kecamatan Cinere 

100 83,06 

  
7 Pelayanan Kesehatan Dasar 

dan Rawat Inap Puskesmas 
Kecamatan Bojongsari 

90 79,31 

  
8 Pelayanan Kesehatan Dasar 

dan PONED Puskesmas 
Kecamatan Beji 

87,83 87,83 

  
9 Pelayanan Kesehatan Dasar 

24 Jam dan PONED 
Puskesmas Kecamatan Tapos 

88,22 88,22 

  
10 Pelayanan Kesehatan Dasar 

24 jam dan PONED 
Puskesmas Kecamatan 
Sawangan 

94,51 93,27 

  
11 Pelayanan Kesehatan Dasar 

dan 24 jam Puskesmas 
Kecamatan Cipayung 

100 83,85 

  
12 Pelayanan Kesehatan Dasar 

dan 24 jam Puskesmas 
Kecamatan Cilodong 

90,84 90,84 

  
13 Pelayanan Kesehatan Dasar 

dan 24 jam Puskesmas 
Kecamatan Limo 

91,14 91,15 

  
14 Pelayanan Kesehatan 

Perseorangan dan 
Keperawatan Kesehatan 
Masyarakat ( PERKESMAS) 

100 86,60 

  
15 Pembinaan Pelayanan 

Penunjang Medis dan Non 
Medis 

100 98,18 

  16 Pelayanan UPTD Perbekalan 
Farmasi 

95,00 97,65 

  17 Pelayanan UPTD 
Laboratorium Kesehatan 
Daerah 

  

  
18 Penanggulangan 

Kegawatdaruratan Terpadu 
100 91,49 

  19 Penyelenggaraan pembiayaan 
Kesehatan masyarakat miskin 

100 87,02 

  20 Pembiayaan kesehatan PBI 
APBD II 

79,90 36,03 
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No Program  Kegiatan 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

  21 Pelaksanaan Program 
Indonesia Sehat dengan 
Pendekatan Keluarga (PIS-
PK) 

100 77,48 

  22 Pengelolaan Manajemen 
Pemanfaatan BOK Tingkat 
Kota (DAK Non Fisik TA. 
2019) 

82,28 73,82 

  23 Pelayanan Kesehatan Dasar 
di Puskesmas Kecamatan 
Pancoran Mas (DAK Non Fisik 
TA. 2019) 

81,55 81,55 

  
24 Pelayanan Kesehatan Dasar 

di Puskesmas Kecamatan 
Sukmajaya (DAK Non Fisik 
TA. 2019) 

70,80 70,08 

  
25 Pelayanan Kesehatan Dasar 

di Puskesmas Kecamatan 
Cimanggis (DAK Non Fisik 
TA. 2019) 

69,00 68,32 

  
26 Pelayanan Kesehatan Dasar 

di Puskesmas Kecamatan 
Bojongsari (DAK Non Fisik 
TA. 2019) 

71,76 71,76 

  
27 Pelayanan Kesehatan Dasar 

di Puskesmas Kecamatan Beji 
(DAK Non Fisik TA. 2019) 

77,21 77,21 

  
28 Pelayanan Kesehatan Dasar 

di Puskesmas Kecamatan 
Tapos (DAK Non Fisik TA. 
2019) 

60,53 60,53 

  29 Pelayanan Kesehatan Dasar 
di Puskesmas Kecamatan 
Cipayung (DAK Non Fisik TA. 
2019) 

82,33 92,10 

  
30 Pelayanan Kesehatan Dasar 

di Puskesmas Kecamatan 
Cilodong (DAK Non Fisik TA. 
2019) 

78,00 69,66 

  31 Pelayanan Kesehatan Dasar 
di Puskesmas Kecamatan 
Limo (DAK Non Fisik TA. 
2019) 

75,00 75,49 
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No Program  Kegiatan 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%)   
32 Pelayanan Kesehatan Dasar 

di Puskesmas Kecamatan 
Sawangan (DAK Non Fisik 
TA. 2019) 

80,50 80,50 

  33 Pelayanan Kesehatan Dasar 
di Puskesmas Kecamatan 
Cinere (DAK Non Fisik TA. 
2019) 

82,03 82,03 

  
34 Jaminan Kesehatan bagi 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
di luar Kuota Jamkesmas 
(Bantuan Keuangan 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat TA. 2019) 

77,52 83,65 

2 Peningkatan 
Sarana 
Prasarana 
Kesehatan 

1 Pengadaan Alat Kesehatan 0,00 95,12 

 2 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Puskesmas dan 
Dinas Kesehatan 

0,00 98,52 

  
3 Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Kesehatan (DAK 
FISIK TA. 2019) 

0,00 0,00 

3 Pengembangan 
dan Pengelolaan 
BLUD 

1 Pengembangan dan 
Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan 
Pancoran Mas 

73,65 73,65 

  
2 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan 
Sukmajaya 

91,59 91,59 

  
3 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan 
Cimanggis 

75,57 75,64 

  
4 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan 
Cinere 

89,00 78,79 

  
5 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan 
Bojongsari 

74,10 71,93 

  
6 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan Beji 

100 96,47 
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No Program  Kegiatan 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%)   
7 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan Tapos 

72,90 72,06 

  
8 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan 
Sawangan 

91,16 91,16 

  
9 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan 
Cipayung 

89,70 89.71 

  
10 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan 
Cilodong 

92,03 92,03 

  
11 Pengembangan dan 

Pengelolaan BLUD 
Puskesmas Kecamatan Limo 

92,02 92,02 

4 Peningkatan 
Kualitas Sumber 
Daya Aparatur 

1 Penilaian Jabatan Fungsional 
Tenaga Kesehatan, dan 
Penetapan Angka Kredit 

99,58 98,20 

5 Pengembangan 
Layanan 
Teknologi 
Informatika 

1 Peningkatan Sistem Informasi 
Kesehatan 

100 96,56 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan 

Kegiatan yang mendukung indikator sasaran IKM, secara umum sudah cukup baik. 

Realisasi kinerja dan keuangan yang belum sesuai target adalah Kegiatan bersumber 

Pembiayaan kesehatan PBI APBD II. Hal tersebut dikarenakan pada saat penetapan 

sasaran PBI mengikuti usulan dari dinas sosial serta mengakomodir adanya kenaikan 

premi, namun kenaikan premi tersebut dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum 

Kementrian Keuangan sehingga pemanfaatan dana tidak optimal. Program/Kegiatan 

telah selaras dan sesuai kebutuhan. Adapun beberapa hal yang perlu penguatan 

adalah  : 
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a) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar 24 Jam dan PONED Puskesmas  

• Pelaksanaan pengukuran SKM dilakukan secara seragam di setiap unit 

pelayanan, baik waktu maupun metode survey agar memudahkan 

pengukuran 

• Optimalisasi feedback hasil pengukuran IKM untuk tindak lanjut perbaikan 

pelayanan 

b) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar di seluruh  

Puskesmas (DAK Non Fisik TA. 2019) 

• Optimalisasi peran LP/LS untuk kegiatan UKM 

c) Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 

• Optimalisasi pencatatan dan pelaporan dari fasyankes swasta 

• Optimalisasi system rujukan terpadu 

d) Kegiatan Pembiayaan Kesehatan PBI APBD II 

• Optimalisasi koordinasi dengan Dinas Sosial terkait daftar peserta 

calon penerima PBI APBD II 

e) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan BLUD 

• Optimalisasi inovasi pelayanan agar dapat meningkatkan sumber 

pendapatan di Puskesmas melalui sumber yang sah  

 

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

Indikator sasaran :  

1. AKI 

2. AKB 

3. Tingkat Tatanan Kota Sehat 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dengan indikator  AKI belum 

memenuhi target. Capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 12,20 %. 

Indikator Sasaran Strategis ini didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 3. 18 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis 

AKI dan AKB Tahun 2019 

No Program Kegiatan 
Realisasi 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

 1 Peningkatan 
Kesehatan 

1 Pembinaan Kesehatan Ibu dan 
Bayi 

100 92,18 
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No Program Kegiatan 
Realisasi 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

Keluarga 2 Pelayanan Kesehatan Anak 
dan Remaja 

100 99,98 

3 Pembinaan layanan puskesmas 
ramah anak 

100 94,64 

4 Pembinaan Layanan 
Puskesmas ramah Lansia 

100 100 

5 Pelatihan Care Giver 100 86,62 

 
Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dari sisi output dan capaian 

keuangan dari Program dan Kegiatan yang mendukung indikator sasaran AKI dan AKB, 

secara umum sudah cukup baik, namun Kegiatan yang dilaksanakan belum 

sepenuhnya mendukung indikator kinerja AKI. Terdapat kegiatan yang tidak 

berhubungan secara langsung terhadap pencapaian IKU. Adapun beberapa hal yang 

perlu penguatan adalah  : 

a) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga  

• Melibatkan peran lintas sektor, antara lain Kementrian Agama, Dinas 

Pendidikan, Organisasi Profesi,dan lain-lain serta peran serta masyarakat 

dalam memberikan pelayanan kesehatan keluarga, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitative. 

• Optimalisasi P4K dengan peran serta masyarakat 

• Melakukan sosialisasi secara luas baik bagi Fasyankes maupun pada Ibu 

hamil beserta keluarganya untuk mengenali deteksi risiko ibu hami secara 

lebih dini, mendapatkan standard pelayanan ANC terintegrasi seta 

program Quick Win untuk penyediaan calon donor bagi ibu hamil. 

• Melakukan pemenuhan asupan bagi wanita usia subur, sedini mungkin, 

intervensi sedini mungkin dan pemantauan pemberian asupan bagi 

kesehatan reproduksi secara komprehensif. 

b) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja 

• Melibatkan peran lintas sector, antara lain Kementrian Agama, Dinas 

Pendidikan, Organisasi Profesi,dan lain-lain serta peran serta masyarakat 

dalam memberikan pelayanan kesehatan anak dan remaja 
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• Melakukan inovasi peningkatan partisipasi remaja putri untuk skrining 

kesehatan dan minum Tablet tambah Darah (TTD) untuk mencegah 

anemia. 

c) Kegiatan Pelatihan Care Giver 

• Optimalisasi peran Puskesmas dalam melakukan Pelatihan Care Giver 

agar tercapai target sesuai yang ditetapkan 

 

Adapun kegiatan  Pembinaan Layanan Puskesmas ramah Lansia  dan Pelatihan 

Care Giver kurang berhubungan secara langsung, perlu ditinjau kembali untuk 

keberlanjutan Kegiatan tersebut dilakukan.   

Berdasarkan tabel 3.18 diatas, capaian realisasi kinerja dari sisi output dan 

capaian keuangan dari Program dan Kegiatan yang mendukung Hasil capaian kinerja 

pada sasaran strategis ini dengan indikator  Tingkat Tatanan Kota Sehat sudah 

memenuhi target. Capaian kinerja tingkat tatanan kota sehat sebesar 175%. Indikator 

Sasaran Strategis ini didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 3. 19 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis 

Tingkat Tatanan Kota Sehat Tahun 2019 

No Program Kegiatan 
Realisasi 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

1 Pengembangan 
Program Kota 
Sehat 

1  Pembinaan Kawasan 
Tatanan Kota Sehat 

100 98,58 

2 Peningkatan 
Promosi 
Kesehatan 
  

1 Peningkatan Kualitas PHBS 
 

95,00 94,75 

2 Pembinaan UKBM 100 99,39 

 

  
3 Penyelenggaraan Promosi 

Kesehatan 
100 98,86 

 

  
4 Pemanfaatan dan 

Pengembangan TOGA 
25,17 96,17 

 

  
5 Penyuluhan Keamanan 

Pangan dan Sediaan farmasi 
 

91,89 93,78 

 

  6 Pergerakan Obat Rasional 83,83 86,48 
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No Program Kegiatan 
Realisasi 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

3 Peningkatan 
Kesehatan 
Lingkungan   

1 Pengawasan dan Pembinaan 
Higine Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) 

100 70,46 

2 Penyehatan dan 
Pengawasan Tempat-
Tempat Umum (TTU) 

100 81,57 

 

 
3 Pengawasan Kualitas Air 

Bersih dan Air Minum 
100 73,18 

 

 
4 Penyehatan Lingkungan 

Pemukiman 
100 94,23 

 

 

5 Penyelenggaraan Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) dan Deklarasi ODF 
di Kota Depok 

100 83,23 

4 Pencegahan 
Penanggulangan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 
 

1 Pengamatan Penyakit 100 80,97 

2 Pencegahan Penyakit 100 83,61 
 

3 Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung 

79,09 76,05 

4 Pelayanan Pencegahan dan 
Pengendalian HIV 

91,02 75,48 

5 Pengendalian Penyakit 
Bersumber Binatang 

100 83,17 

 
6 Upaya Kesehatan Penyakit 

Tidak Menular 
100 96,12 

7 Upaya Kesehatan Olahraga 100 93,92 

8 Upaya kesehatan Jiwa dan 
Napza 

100 94,14 

9 Pelayanan Kesehatan Kerja 81,81 93,62 

10 Pencegahan dan 
Pengendalian Kesehatan 
Indera 

100 90,49 

11 Pengadaan Alat Kesehatan 
(DAK Penugasan TA. 2019) 
 

0,00 93,74 

5 Peningkatan 
Kewaspadaan 
Pangan dan Gizi 

1 Pengawasan Pangan, 
Sarana Produksi dan 
Distribusi Pangan 

12,86 93,84 

2 Penanganan Permasalahan 
Gizi Masyarakat 

100 90,53 

3 Pembinaan ASI Ekslusif 100 97,34 

 



Dinas Kesehatan Tahun 2019 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Page 69 
 

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan 

Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Tingkat Tatanan Kota Sehat, secara 

umum sudah cukup baik. Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai kebutuhan. 

Adapun beberapa hal yang perlu penguatan adalah  : 

a) Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan 

Gebyar Deklarasi ODF di Kota Depok 

• Optimalisasi koordinasi LP-LS untuk pemicuan dan pemenuhan 

Kelurahan belum Open Defecation Free (ODF). 

• Pemberdayaan masyarakat dan swasta agar dapat menuntaskan target 

Kelurahan ODF. 

b) Kegiatan Pengendalian PTM   

• Penguatan Posbindu PTM agar dapat melakukan skrining kasus PTM 

• Optimalisasi peran lintas sektor dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta 

dan masyarakat untuk melakukan penjangkauan  

c) Kegiatan Pengamatan penyakit 

• Optimalisasi surveilans baik aktif dan pasif dari berbagai fasyankes dan 

masyarakat 

B. Capaian Keuangan Organisasi 

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2019, diketahui 

bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Depok adalah sebesar  Rp. 

347.167.571,911,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak  Langsung sebesar Rp. 

88.806.843.418,00,-  dan Belanja Langsung sebesar Rp. 258.360.728.493,00,- 

sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp. 258.290.536.224,00,- (74,40%) yang 

terdiri dari realisasi Belanja Tidak  Langsung sebesar Rp. 81,634,747,873,00,- (91,92%) 

dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 176.655.788.351,00,- (68,38%). 
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Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan 

Tahun 2019 

 

N
o 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi % 
Realisai 

Anggaran (Rp) 
% 

1 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
yang professional 
dan tata kelola 
Dinas Kesehatan 
yang akuntabel  
 

Predikat SAKIP 
Dinas Kesehatan B BB 125 

5.456.746.611 80.19 

Persentase Unit 
Layanan 
Terakreditasi 100% 100% 100 

2 Meningkatnya 
pemerataan dan 
mutu layanan 
kesehatan 
 

IKM 

80,00 80,54 100,675 164.633.378.650 82.32 

3 Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Angka Kematian 
Ibu 

38,85/100.
000 KH 

82,44/100.
000 KH 

 

12,20 6.576.712.090 90,20 

Angka Kematian 
Bayi 2,18/ 1000 

1,80/1000 
KH 

 

117,4 

Tingkat Tatatan 
Kota Sehat 

100% 
Wiwerda 

100% 
Wistara 

100% 

 
Total     176.655.788.351 68.38 

 

Dilihat dari tabel diatas didapatkan bahwa realisasi anggaran  sesuai dengan 

target realisasi kinerja untuk mendukung capaian indikator kinerja SAKIP dan 

Persentase Unit Layanan Terakreditasi  mencapai 80,19%, Realisasi Anggaran yang 

mendukung capaian indikator kinerja IKM sebesar 82,32 % dan realisasi anggaran  

untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka kematian Ibu,, Angka Kematian Bayi 

dan Tingkat Tatanan Kota Sehat sebesar 90,20%. Total capaian keuangan Dinas 

Kesehatan sebesar 68.38%. Capaian keuangan tersebut dikategorikan Cukup. Bila 

dibandingkan antara Capaian Keuangan yang Cukup dengan Capaian Kinerja yang 

Baik, terdapat kesenjangan antara Capaian Kinerja dengan Keuangan. Factor 

penghambat kesenjangan tersebut, diantaranya yaitu monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan belum komprehensif, meliputi ketersediaan SDM, Sarana Prasarana, 

metodologi serta variable lingkungan. Selain itu, belum optimalnya Manajemen Risiko 
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yang lebih dalam berupa kegiatan identifikasi  risiko, identifikasi celah pengendalian dan 

rencana tindak pengendalian pada setiap kegiatan  secara komprehensif. 
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BAB  IV  

P E N U T U P 

 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) 

pada Dinas tahun 2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Capaian indikator sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik yang professional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang 

akuntabel tercapai sesuai target. Terdapat 2 indikator sasaran strategis, yaitu 

Predikat SAKIP dan Persentase Unit Layanan Terakreditasi. Hasil Predikat 

SAKIP telah melebih target, yaitu BB. Sementara Presentase Unit Layanan 

Terakreditasi telah mencapai 100%, yaitu terdapat 29 Puskesmas 

terakreditasi dari target 29 Puskesmas secara kumulatif, dengan rincian 

tahun 2016 : 2 Puskesmas; 2017 : 11 Puskesmas; 2018 : 23 Puskesmas dan 

2019 : 6 Puskesmas. 

2. Capaian indikator sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatnya pemerataan 

dan mutu layanan kesehatan tercapai melebihi target, IKM 80,54 % dari 

target 80,00%. 

3. Capaian indikator sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatnya kualitas 

kesehatan masyarakat, masih terdapat indikator yang belum mencapai target. 

Terdapat 3 indikator sasaran strategis, yaitu AKI, AKB, dan Tingkat Tatanan 

Kota Sehat. Indikator AKI belum mencapai target, sementara indikator AKB 

dan Tingkat Tatanan Kota Sehat telah mencapai target yang diharapkan. 

Rasio Angka Kematian Ibu masih 84,22/100.000 KH dari 38,85/100.000 KH 

KH yang ditargetkan. Rasio Angka Kematian Bayi dan Tingkat Tatanan Kota 

Sehat, tercapai melebihi target. Rasio Angka Kematian Bayi yaitu 1,80/1000 

KH dari 2,14/1000 KH yang ditargetkan. Tatanan Kota Sehat mendapat 100% 

Wistara dari target 100% Wiwerda.  
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4.2 Rekomendasi  

Rekomendasi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Depok dalam 

rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi internal tentang Renstra meliputi Tujuan, Sasaran dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan menjadikan acuan 

dalam penyusunan dokumen anggaran. 

2. Melakukan penguatan perencanaan dengan melakukan sistem pengawasan 

internal melalui kegiatan identifikasi  risiko, identifikasi celah pengendalian 

dan rencana tindak pengendalian pada setiap kegiatan  secara 

komprehensif. 

3. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta koordinasi 

dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, mitra kesehatan dan stakeholder lain, 

serta Pemerintah  Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

4. Melakukan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam melaksanakan 

program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran 

Dinas Kesehatan. 

5. Melakukan inovasi kegiatan dalam rangka efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan, sasaran dan IKU Dinas Kesehatan. 

6. Meningkatkan sumber daya, baik SDM dan sarana prasarana dalam 

mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan IKU Dinas Kesehatan. 

7. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Dinas 

Kesehatan secara berkala dan memanfaatkan hasil analisis monev dalam 

rangka peningkatan kinerja. 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 
Sosialisasi Kesehatan Indera bagi Siswa SD/MI dan guru UKS dalam rangka memperingati 

Hari Penglihatan Sedunia tahun 2019 

 

Investigasi kontak kasus penyakit potensial KLB (Suspek Diphteri dan hepatitis A)  
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Kegiatan Peningkatan Kapasitas Program TB DOTS 

 

 
 
 
 
 

Seminar penatalaksanaan dbd terkini pada 

dewasa dan anak bagi dokter 

 

Monev tb dan sosialisasi tb 
pada remaja (karang taruna) 

bagi dokter 
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Senam sehat dan sosialisasi tentang tb bersama kader ppti dalam rangka hkn tahun 2019 
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Kegiatan bersama promkes skrinning dan 

sosialisasi tb ponpes 

 

Gebyar imunisasi balita 

 

Wisuda imunisasi dasar lengkap di pkm baktijaya 

 

Seminar imunisasi  
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Wokshop pdp hiv 

 

  

Sosialisasi pada ibu hamil di bpm 

 

Mobile vct 

 

Mobile vct 

 

Peningkatan kapasitas petugas dalam 

penatalaksanaan dbd 
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Seminar penatalaksanaan dbd terkini 

 
Pertemuan sosialisasi popm 

kecacingan lintas sektor 

terintegrasi pemberian vitamin a 

2019 
 

Pertemuan sosialisasi popm kecacingan lintas sektor terintegrasi 

pemberian vitamin a 2019 
 

Pertemuan sosialisasi tatalaksana malaria bagi otgs rs dan pkm 
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Monev kecacingan 

 
Mobile keswa dan napza di smp 

Pelatihan tata laksana adiksi bagi petugas 

kesehatan kota depok di rsko jakarta 

 

Sosialisasi spm dengan stake holder 

 

Pelatihan TOT Anemia 
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Pelatihan PMBA Kader 

Pelatihan KPA ASI 

Distribusi Perbekalan 

Kesehatan 
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Pembinaan POS UKK 
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Penilaian Kebugaran Anak Sekolah Dasar 

 

Penilaian Kebugaran Anak Sekolah Dasar 
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Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sanitasi Air Bersih  

Penilaian Kebugaran ASN 


